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Abstract This study aims to find out and analyze law enforcement against money politics crimes by legislative
candidates in the 2024 general election in East Nusa Tenggara Province. This research is a normative judicial
legal research source@lpm primary legal materials and secondary legal materials with a case approach and a
legislative approach. Data collection in this study uses interviews and documentaf§$) Furthermore, the legal
materials that have been collected are described in a qualitative descriptive manner in order to obtain a picture
that can be understood clearly and directed to answer the problem. The results of the study show that (1) Money
politics actors have not been fully held criminally accountable for what they have done. Law enforcers must
provide criminal penalties to perpetratdflj who have fulfilled the elements of criminal responsibility fairly so that
they can Blve a deterrent effect so that it is hoped that in the future money politics cases will be minimized. (2)
The role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in handling cases of violations of the 2024
u((auemfs elections in East Nusa Tenggara Province is (o resolve violations of election crimes.
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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan penegakan hukum
terhadap tindak pid4E8 politik uang oleh calon anggota legislatif
pada pemilihan umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum yudiris
normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kasus dan
pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam pealitian ini menggunakan wawancara dan
dokumentasi Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diuraikan secara deskriptif kualitatif guna
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan. Hasil
penelitian menunjukkan (1) Para pelaku politik uang belum sepenuhnya dikenakan pertanggungjawaban pidana
atas apa yang telah diperbuatnya. Para penegak hukum harus memberikan pidana kepada pelaku yang telah
memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil supaya dapat menimbulkan efek jera sehingga
diharapkan kedepanya kasus politik uang semakin diminimalisir. (2) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) dalam menan gani kasus pelanggaran pemilu serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Politik Uang

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum yang berhasil bisa dicapai hanya jika dalam pembentukan undang-
undang Pemilu memperhatikan berbagai aspek, antara lain jumlah maksimal anggota DPR
meskipun ada tambahan penduduk. Keseimbangan antara perwakilan, penyederhanaan jumlah
partai, keterpaduan kekuatan politik di DPR, pemilihan yang mendekatkan wakil dengan rakyat
pemilih, mendorong keanggotaan yang bermutu dan berwawasan luas, optimalisasi fungsi
partai dalam melakukan pendidikan politik terhadap kadernya, mencegah terjadinya pemusatan

kekuatan politik pada satu partai, dan mencegah proses sentrifugal atau fragmentasi antar




kekuatan politik, menjamin Pemilu yang jujur, adil, terbuka, tertib dan terhindar dan segala
macam bentuk tekanan atau cara-cara lain yang bertentangan dengan norma hukum atau
kesusilaan, dan menjamin hak-hak perwakilan minoritas yang tidak dapat diraih melalui
Pemilu.

Meski demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan umum itu tidak ada masalah yang
terjadi. Dalam proses pemilu terdapat cukup banyak persoalan pelanggaran administratif,
tindak pidana pemilu, sengketa pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Rl.  Persoalan
pelanggaran dalam pemilu memang tidak banyak diungkap dan jarang mendapatkan perhatian
dan penanganan yang serius. Oleh karena itu masih banyak berkeliaran mafia politik uang
dalam pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur secara khusus
mengenai jenis dan beratnya ancaman serta bagaimana penanganan tindak pidana Pemilu 2024
harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana politik vang dalam Pemilu 2024. Namun, melihat
sedikitnya jumlah laporan tindak pidana politik uang dalam pemilu 2024 yang berlanjut ke
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya
putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), membuktikan penanganan
tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2024 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia
saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan fakta yang ada pelanggaran politik uang (money politics) itu ada masyarakat
tidak mau melaporkan kepada Panwas sebagai aparat penegak hukum. Kelemahan sistem
Pemilu yang memberikan peluang pada calon anggota legislatif bermain politik uang karena
kelemahan dalam pengawasan. Pelanggaran Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 yang banyak dilakukan calon anggota legislatif pada masa kampanye adalah
politik vang (money politics) yang mayoritas pada masa kampanye membagi-bagikan uang
maupun barang pada calon pemilih. Untuk mempengaruhi keputusan masyarakat agar memilih
caleg tersebut dalam Pemilu. Praktik politik uang merupakan praktik yang sangat bertentangan
dengan nilai demokrasi.

Hambatan terbesar dalam pelaksanaan Pemilu yaitu masih tertanamnya budaya politik
uang di masyarakat. Elit- elit politik menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan
pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan politik.
Banyak muncul kasus-kasus masalah dalam pemilihan calon anggota legislatif yang dibawa

dan diputuskan kasusnya melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) karena




pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan pemilihan calon anggota legislatif secara jujur dan adil
masih banyak hambatan dan pelanggaran. Hal itu membuktikan betapa terpuruknya sistem
Pemilu di Indonesia yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Masyarakat yang kondisi
ekonominya masih banyak kekurangan dan kesulitan, pengetahuan pendidikan politiknya
masih awam akan menjadi sasaran empuk para pelaku praktik politik uang (money politics).
Secarg_yuridis formal ketentuan yang sering dianggap sebagai norma politik uang
ditentukan dalam Undang- Undanﬁomor 8§ Tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota
DPR, DPD dan DPRD. Pasal 301 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Seperti tindak pidana Pemilihan
Umum (pemilu) yang dilakukan terdakwa Nur Kaltim Laofo dalam putusan Nomor
26/PID.SUS/2024 PT KPG., terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Dalam putusan
pengadilan Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Tinggi Kupang omor
26/PID.SUS/2024/PT KPG menyatakan bahwa terdakwa NUR KALTIM LAOFO terbukti
cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja
memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye
pemilu yang ada di pelabuhan sambil timnya video dan diwaktu yang bersamaan ada 1 juga
orang yang membagikan stiker, sebagaimana dalam Dakwaan Tunﬁal Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor &
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, jo Pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal Sﬁ'at (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 3 PERMA Nomor | Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pegilihan dan Pemilihan Umum.
Sesuai dengan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa: “Setiap pelaksana, peserta,
dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau hurufj dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah)”. Maka ini tentu mengakibatkan terjadinya perbedaan antara peraturan perundang-
undangan dengan putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap

terdakwa pelaku tindak pidana pemilu tersebut.




METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-
undangan. Untuk menganalisis pertimbarﬁan hakim dalam penjatuhan pidana minimum, aspek
yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik
Uang Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan Peran Institusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Mengatasi
Masalah Politik Uang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi-referensi atau sumber
kepustakaan. Bahan hwm yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, Undang-undang, dan
artikel diuraikan serta hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang
lebih siéematis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya bahan
hukum tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif gunna memperoleh gambaran yang dapat
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Eenegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Oleh Calon Anggota Legislatif
Padaﬁmilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap
ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum dan Undgpe-Undang nomor 8§ tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota
DPR, DPD dan DPRD. Di dalam tindak pidana money politic, lembaga pengawas paling bawah
yang bisa meneruskan laporan tindak pidana money politic ke kepolisian adalah panitia
pengawas tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

Dari kasus yang terjadi dapat diketahui bahwa Hasil putusan yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Kalabahi ini di rubah karena alasan banding oleh Pengadilan Tinggi
Kupang dalam Putusan nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG, yang sebelumnya terdakwa
dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu memohon agar majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kupang berkenan memutuskand)ada pokoknya antara lain, menghukum Terdakwa
dengan pidana penjara selama 7 bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dipidana
denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta wiah). Sedangkan vonis yang dijatuhkan majelis

Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhakan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana




denda sejumlah Rp.1.000.000,00. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JP

Sebagai pisau analisis penerapan tindak pidana politik uang ﬁnilihan umum legislatif
pada masa kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif 5 Ibid, him. 144. DPR, DPD dan
DPRD. Yang menyatakan bahwa, pertama, dalam penegakan hukum, penegak hukum dalam
melaksanakan tugas setengah-setengah antara pengawas Pemilu Panwaslu, KPU, penyidik,
penuntut dan pemutus perkara tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Pendeknya
batasan pemutusan perkara pidana Pemilu yang mengakibatkan perkara bisa dipatahkan tanpa
proses peradilan (misalnya tidak cukup bukti, kedaluwarsa dan penghentian pemeriksaan oleh
penyidik). Kedua, masih dominannya pengaruh Calon anggota legislatif yang berpengaruh dan
mempunyai modal besar yang mempengaruhi proses hukum, mengakibatkan kecenderungan
Panwaslu dalam pengawasan setengah-setengah, untuk itu perlu petugas penegak hukum yang
berani, tegas, dan profesional dalam penegakan pelanggaran Pemilu politik uang pada masa
kampanye. Ketiga, masyarakat juga belum terdidik secara sumber daya manusia dalam
berpolitik, ini bisa dilihat dengan pemilih peserta Pemilu hanya demi wang (money politics)
yang sangat_sulit dibuktikan; karena terbentur aturan-aturan yang tidak tegas dan jelas.
Sementara peserta Pemilu calon anggota legislatif, tidak memahami apa arti demokrasi yang
sesungguhnya, yaitu suara rakyat yang tertinggi nilainya untuk mewujudkan demokrasi sebagai
kedaulatan di tangan rakyat. Masyarakat belum mengerti dan paham tentang hakekat
pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

Undang-undang pemilu bertujuan agar tersedia setiap upaya tindakan pencegahan
pelanggaran, praktik korup, praktik-praktik illegal dalam pemilu, dan aturan tentang gugatan
pemilu. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi, maka para
pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai
suatu tindak pidana. Dengan demikian undang- undang tentang pemilu disamping mengatur
tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat
menghancurkan hakekat pemilu yang bebas dan adil, dengan mengancam para pelakunya
dengan hukuman. Adanya sanksi dimaksudkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi
segenap pemangku pemilu maupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi yang lebih
penting adalah tegaknya keadilan pemilu, yang dimaknai secara substansial tidak hanya
terbatas yang bersifat prosedural formalistik dimana ukuran regulasi adalah tersedianya sarana

komplain, tetapi juga adanya kesetaraan, dan persaingan yang bebas dan adil.




Hal ini sudah terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya dan pemilu tahun 2024 pun keadaan
ini belum dapat dilaksanakan sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia perlu mengadakan evaluasi dan refleksi dalam
rangka untuk menata kembali pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada Pilkada yang
akan datang dan pemilu 5 tahun mendatang untuk menyukseskan cita-cita indonesia emas
tahun 2045.

Disamping itu pelaksanaan politik vang dalam Pemilihan Umum Legislatif tersebut
diatas akan membawa dampak negatif bagi Calon Anggota Legislatif pada Pemilu yang akan
datang untuk mencontohi perilaku yang tidak terhormat dan tidak bermartabat tersebut. Dengan
kata lain, tidak memberikan efek jera bagi Calon Anggota Legislatif yang akan datang. Selain
itu juga tidak memberikan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur di Pemilu yang akan datang.

Peran Institusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Mengatasi
Masalah Politik Uang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ada bé:erapa Tugas dan Tanggung Jawab Gakkumdu Sebagai berikut:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu disebut Gakkumdu adalah Pusat aktivitas penegakan
hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Kepolisian
Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejakssan Tinggi dan/atau Kejaksaan
Negeri.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian disingkat menjadi GAKKUMDU.
Gakkumdu hanya dioperasionalkan ketika Pemilu dilaksanakan. Namun Gakkumdu sendiri

ya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu.
ﬁ:‘ian Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan Kejaksaan Agung menandatangani Peraturan
bersama tentang Sentra P akan Hukum Terpadu pada Pemilhan Umum 2024. Sentra
Penegakan Hukum Terpadu menjadi wadah untuk menangani tindak pidana pidana Pemilihan
Umum selama pemilu serentak tahun 2024.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggungjawab menagani pelanggaran hukum,
namun penaganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kurang optimal karena maraknya
praktik politik vang kepada masyarakat menegah ke bawah, pertisipasi masyarakat yang
kurang dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemilu, dan waktu penganan pelanggaran
pidana yang sangat singkat sehingga kinerja yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

kurang optimal.




Berdsgrkan Hasil wawancara dengan seorang Staf Sentra gakkumdu Kabupaten Alor:
Kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebagai pusat aktivitas
penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Sentra Penegakan %kum Terpadu
(Gakkumdu) adalah berfungsi dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu
(Perbawaslu) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penea.kan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan
pola penanganan tindak pidana pemilu antaﬁ?awaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan
Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian
Negara aepublik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Dengan
adanya sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana
pemilihan umum menjadi lebih baik dari pemilihan yang sebelumnya.

Kewenangan dalam melakukan Penindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu terkait
dengan pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan
berdasarkan pada aturan perundangan-undangan. Dalam rangka memastikan Tindak Pidana
Pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan pula penegak hukum yang baik sesuai dengan
nawacita Negara yaitu menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tﬁhun 2017 Tentang Pemilu mengatur Tentang
Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola
penaganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indnesia dan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka
diharapkan penaganan Tindak Pidana Pemilu mampu mengakan keadilan pemilu sesuai dengan
prinsip Pemilihan Umum di Indonesia.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait politik uang itu memang ada, namum belom
pernah ada yang sampai pada Pengadilan Tinggi Kupang. Kasus tindak pidana politik uang
akan diproses terlebih dahulu melalui forum gakumdu. Ketika kasus itu naik maupun berlanjut
ke penyelidikan oleh kepolisian, pendakwaan oleh kejaksaan, dan kemudian ke pemeriksaan
dan mengadili oleh pengadilan yang ketiganya merupakan penegak hukum pada sentra
gakumdu harus sepakat secara bulat terlebih dahulu. Jika salah satu ada yang berbeda pendapat
apalagi sampai dua pihak yang berbeda pendapat mengenai kasus tersebut maka kasus tidak

bisa lanjut ke tahap berikutnya maupun sampai pada pengadilan ujungnya.




K]&SIMPULAN DAN SARAN

l. Penegakan hukum terhadap tindak pidana menurut undang-undang pemilu dalam
menangani tindak pidana pemilu terhadap Terdakwa NUR LTIM LAOFO dalam
putusan Nomor 26/P1D.SUS/2024/PT KPG terbukti Melanggar Pasal 523 ayat (1) berbunyi:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja mejanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai irﬂalan kepada peserta Kampanye
Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung diancam pidana penjara paling lama, 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Namun dalam kasus ini Hakim Yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain
dengan memutus Terdakwa NUR KALTIM LAOFO di batas minimum khusus dengan
alasan terdakwa berkelakuan baik selama persidangan, kooperatif, dan alasan kemanusiaan
sehingga berdasarkan putusan tersebut Terdakwa NUR KALTIM LAOFO di vonis 2 bulan
penjara dengan denda Rp.1.000.000,00 lebih rendah dari vonis Putusan Pengadilan Negeri
Kalabahi yaitu 7 bulan dengan denda Rp.5.000.000,00 dan dinyatakan bersalah. Artinya
dalam hal ini para pelaku politik uang belum sepenuhnya dikenakan pertanggungjawaban
pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Para penegak hukum harus memberikan pidana
kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil supaya
dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan kedepanya kasus politik uang semakin
diminimalisir.

2. Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani kasus
pelanggaran pemilu serentak 2024 di Provinsi Nusa d“enggara Timur adalah untuk
menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang
diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika dalam pengawasannya
menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan
didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (’Ga_kkunau). Bawaslu memiliki peran dalam
proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai
kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu Kepolisian dan
Kejaksaan.

Saran

l. Lembaga penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana baik pelanggaran
maupun kejahatan harusnya diberikan waktu yang lebih lama lagi dalam proses memeriksa

dan mencari bukti-bukti mengenai tindak pidana pemilu, dengan pertimbangan bahwa




waktu yang singkat itu lembaga-lembaga penegakan hukum ini tidak dapat mencari bukti
mengenai dugaan tindak pidana pemilu tersebut. Selanjutnya mengenai terhadap kejahatan
dalam tindak pidana pemilu harusnya dalam hukuman pemidanaan/kurungan penjara lebih
tinggi tidak hanya 1 tahun/ 2 bulan saja karena tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan
yang menciderai jalannya demokrasi.

2. Masyarakat diharapkan agar bisa bekerja sama dengan pihak berwajib jika terdapat

kecurangan dalam pemilu agar terhindari kejahatan tindak pidana pemilu.
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